

















GUBERNUR JAWA TIMUR 
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  




PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD JALAN AHMAD YANI 
SISI BARAT (BUNDARAN DOLOG) KOTA SURABAYA - PROVINSI JAWA TIMUR 
 






a. bahwa dalam rangka mengurangi kemacetan jalan Ahmad Yani 
pada ruas bundaran dolog Kota Surabaya serta mengembalikan 
fungsi jalan Ahmad Yani sebagai jalan arteri primer, pemerintah 
Kota Surabaya merencanakan pembangunan Frontage Road 
Jalan Ahmad Yani Sisi Barat, melalui surat Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya tanggal 3 
Maret 2016 nomor 593/1422/436.6.1/2016 perihal Permohonan 
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Frontage 
Road Jalan Ahmad Yani Sisi Barat; 
 
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah 
dilakukan Konsultasi Publik sebagaimana tertuang dalam Berita 
Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Kesepakatan Warga 
dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Frontage Road 
Jalan Ahmad Yani Sisi Barat (Bundaran Dolog) Kota Surabaya-
Provinsi Jawa Timur nomor 050/27/BA_KP/022.2/2016 tanggal 
18 Maret 2016, dan dilengkapi Dokumen Perencanaan 
Pengadaan Tanah, serta keterangan kesesuaian tata ruang dari 
Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya 
tanggal 11 Maret 2016 nomor 460/1106/436.7.1/2016 perihal 
Kesesuaian Pembangunan Jalan Frontage Road Ahmad Yani 
(dolog) dengan RTRW Kota Surabaya; 
 
c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan 
Frontage Road Jalan Ahmad Yani Sisi Barat (Bundaran Dolog) 
Kota Surabaya - Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan 
















: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 
 
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2106); 
 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak 
Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3101); 
 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725); 
 
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5280); 
 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 
 
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 
 
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan 









12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 
Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan 
Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 
 
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 15); 
 
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 




    MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :   
KESATU : Lokasi  Pembangunan   Frontage  Road  Jalan  Ahmad  Yani  Sisi 
  Barat  (Bundaran  Dolog)  Kota  Surabaya  -  Provinsi  Jawa  Timur, 
  seluas + 8.940 m², terletak di Kelurahan Gayungan, Kecamatan 
     
  Gayungan,  Kota  Surabaya,  dengan  Peta  Penetapan  Lokasi 
  sebagaimana tersebut dalam Lampiran. 
KEDUA : Untuk mendapatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
  KESATU,  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 
a. Pengadaan tanah agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
 
b. Apabila perolehan/pengadaan tanah telah dilaksanakan, 
selanjutnya diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah 
sampai memperoleh sertifikasi atas nama Instansi Induknya, 
sesuai ketentuan yang berlaku; 
 
c. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, harus sesuai dengan 
arahan RTRW kabupaten/Kota setempat, RTRW Provinsi Jawa 
Timur dan RTRW Nasional; 
 
d. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik agar sedapat mungkin 
melibatkan tenaga kerja dari masyarakat Desa/Kelurahan 
setempat. 
 
KETIGA :   a.  Keputusan  Penetapan  Lokasi  sebagaimana  dimaksud  dalam 
 Diktum  KESATU,  berlaku  2  (dua)  tahun  setelah  tanggal 
 ditetapkan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perolehan 
 tanah belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali 
 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; 
 b.  Permohonan  Perpanjangan  Penetapan  Lokasi  sebagaimana 
 dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Gubernur Jawa Timur 
 paling lambat  2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 
 penetapan lokasi pembangunan; 
  c. Dalam hal 




c. Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, penetapan 
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan 
proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai 
pengadaannya; 
 
d. Setelah penetapan lokasi diterbitkan tidak diperbolehkan adanya 
pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain terhadap lokasi 
tanah yang telah ditetapkan, kecuali kepada Pemerintah (instansi 






Pengawasan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah 
Kabupaten/Kota setempat, serta melaporkan hasil-hasilnya kepada 
Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 










Ditetapkan di Surabaya 
 
































SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 
 
Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 
 
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.  
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 
 
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi 
Jawa Timur di Surabaya.  
6. Sdr. Walikota Surabaya di Surabaya  
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Surabaya.  
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 





















KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  




PENETAPAN LOKASI UNTUK PELEBARAN JALAN A. YANI  
(BUNDARAN DOLOG) SELUAS ± 5.039 M² 








bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum guna Pelebaran Jalan A. Yani (Bundaran 
Dolog) seluas ± 5.039 M² di Kelurahan Gayungan Kecamatan 
Gayungan Kota Surabaya tersebut, perlu penetapan lokasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 
 
d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 2007, lokasi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota ; 
 
e. bahwa dalam rangka pelebaran Jalan A. Yani (Bundaran Dolog), 
telah diterbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 
188.45/172/436.1.2/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Penetapan 
Lokasi Untuk Pelebaran Jalan A. Yani (Bundaran Dolog) Seluas 
+ 5.039 M2 di Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota 
Surabaya yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 9 
Juni 2009 ; 
 
f. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, 
Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam 
penerbitan Penetapan Lokasi ; 
 
g. bahwa Penetapan Lokasi untuk kegiatan Pelebaran Jalan Ahmad 
Yani (Bundaran Dolog) seluas + 5.039 m2 telah mendapat 
rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota 
Surabaya I sebagaimana dimaksud Dalam Risalah 
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan 
Lokasi Nomor : 460.135.01-93/PTP.PL/IV/2011 tanggal 26 April 
2011 ; 
 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu 
menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi 
Untuk Pelebaran Jalan A. Yani (Bundaran Dolog) seluas ± 5.039 














: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / 
Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 
 
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ; 
 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3372) ; 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 
 
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 60) ; 
 
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 ; 
 
17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan 
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ; 
 
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; 
 
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan 
Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan 
Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah ; 
 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 













: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI 
UNTUK PELEBARAN JALAN A. YANI (BUNDARAN DOLOG) 
SELUAS ± 5.039 M² DI KELURAHAN GAYUNGAN KECAMATAN 




: Menetapkan Lokasi Untuk Pelebaran Jalan A. Yani (Bundaran Dolog) 





: Detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum 






: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk 
selama 1 tahun. 
 
 
Ditetapkan di  Surabaya  
pada tanggal  12 September 2011 
 
 
WALIKOTA SURABAYA 
 
 
ttd. 
 
 
TRI RISMAHARINI 
 
 
